
3. Undang-UndangNornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daernh [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia. Tohun
2014 Nornor 7, Tnmbahan Lembaran Negara
Republik Irrdorreaia Nornor 5495);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 195Y tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt.Tahun
1953 Tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lernbaran Neaara
Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara R~publik Indonesia
Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

1.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Lernbaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

b. bahwa telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornor 18 Tahun 2018 tentang Lernbaga
Kemasyarakatan DeSH dun Lembaga AdatDesa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153
Peraturan Pernerintah Nornor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan ata~ Peratrrran Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perarur-an
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Deaa yang mengamanatkan
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa dibentuk oleh Pernerin tah Desa
berdasarkan pedoman yang ditetapkan dcngan
Peraturan Menteri;

a.

BUPATI HULU SUNGAI UTARAt
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Ir

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pernerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2017 Nomor 5)i

II
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

9.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembnga Adnt DeSH (Rerihl N~gRra R~pub1ik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

7. Peruturun Menteri Dulum Negeri NomOI' 44 Tuhun
2016 tcntang Kewcnangan DC6a [Bcrita Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 111
Tabun 2014 ten tang Pedoman Teknis Peraturan di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2091);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah1.1112017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomnr
73);

5.

4. Pernrurari Perner-irrtah Nornor 43 Tahun 2014
terrtang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tcntang
Desa [Lembarari Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7~ Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Rcpublik Indonesia NomOI" 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pernerirrtah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
ten tang DeR8 [Lernbl'lran Negara Repub'lik
Indonesia Tahun 2015 NOll101- 1571 Tambahan
Lembarnn Negnrn Republik Indonesia Nornor
5717);

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)~
sebagaimana diubah beberapa kali terukhir dengan
Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23
Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 201.5
Nomor 58, 'I'ambahun Lembarari Negara Republik
Indonesia Nornor 5679);
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8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang
und.angan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah

7. Pernbangunan Desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar
besarnya kesejahteraan rnasyarakat De:-!R; dUTI

6. Badan Perrnusyawaratan Desa selanjutnya disingkat
dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pcmerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis,

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat Desa aebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintnhan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam eiatem pemerintahan Negara
Ktsatuan Republik Indonesia;

3. Lernbaga Adat Desa yang selanjutnya disinglmt LAD
adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat
istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa
yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Deea;

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya
disingkat LKDadalah wadah partisipasi masyarakat,
sebagai mitra Perneriritah Dcsa, ikut serta dalarn
perericanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pcmbangunan, serta rneningkatkan pelayanan
masyarakat Desa;

1. Pesa adatah deaa dan deea adat, selanjutnya disebtrt
Desa, udalah kesatuan masyarakat hukum yang
merniliki batas wilayah yang berweriartg untuk
mengatur dan mengurus urusan pernerintahan,
keperitingan rnasyarakat setempat berdasarkan
prakaraa masyarakat, hak aeal usul, oanjalau hak
tradieional yang dinlcui dan dihormati dalam sistem
pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan ;

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :
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( 1. ) LKD bertugas :
a. melakukan pemberdayaan rnasyarakat Desa:
b. ikut serta dalarn per'ericarraart dan pelaksanaan

pernbangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan rnasyarakat Desa.

(2) Dalam rnelaksanakan tugas sebaguiTTiana dimaksud
pada ayat (l) huruf b, LKD mengusulkan program
dan kegiatan kepada Pemertntah Desa.

Pasal4

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

(1) LKD dibentuk atas praksrsa Pernerintah Desa dan
masyarakat.

(2) Pembentukatl LKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan rnemerruhi persya:ratan ;
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Daear

Negara Rcpublik Indonesia Tl:lhuTl 11)45;
h. berkedudukan di Desa sctcmpat:
c. keberadaa nnya bermanfaat dan dibutuhka.n

rnaeyarakat Dest"J..;
d. rnerniliki kepengurusan yang tetap;
e. memiliki sckretariat yang bersifat tetap; dan
f. tidak berafiliasi keparlH pnrtai poll tik.

(:~) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD
sebagairnana dimakaud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturar; D<;:3El.

Pasal3

Bagian Kesaru
Pembentukan dan Penetapan

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKA'I'AN DESA

c. menjarnin kclaricaran pclayanan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,

b. mendayaguna kan LKD dan LAD dalam proses
pembarrgurran Desa; dan

a, mendudukkan fungs! LKn dan LAn sebagni mitra
Pernerirrtah Deaa dalam mcningkatkan partisipasi
masyarakat:

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :

Pasal2
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(2)

Rukun Tctangga dan Rukun Wargo sebugaimana
dimaksud dalam Pasal6 ayat (1)huruf a dan huruf b
dapat dipilih derigan syarat sebagai berikut :
a. warga .Negara Republik Jndonc5ia,
b. penduduk Desa setempat, minimal tclah

berdomiaili 1 (satu) tahun;
c. mernpunyai kernauan, kernampuan dan

kepedulian;
d. berpendidikatl paling rendah Sekolah Menengah

Pertarna alau sederajat;
e. tidak sedang dalarn rnenjalani hukuman pidana

penjara;
f. pemilihan IBug811ng oleh warga seternpat,
Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana
dirnaksud dalam Pasa.l6 ayat (1) hUI'uf a dan htrruf b
bertugas :
a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan

(1)

Pasal 7

(1) Jenis LKDpaling sedikit meliputi :
a. Rukun Tetangga:
b. Rukun Warga;
c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
d. Karang Taruna:
e. Pos Pclayanan Tcrpadu; dan
f. Lernbaga Pernberdayaan Masyarakat.

(2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat
membentuk LKD selain sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) sesuar dengan perkerobangan dan
kebutuhan,

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai jerrie LKD
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) ditetapkan
dalam Peraturan Desa.

Pasal o

Bagian Ketiga

.Jenis

Dalal'rl tnelak~iillakw) tugas sebagaifI'lana dimaksud
dalarn Pasal 4, LKD merniliki fungsi ;
a. menampung dan menyalurkan asoirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan

kesatuan rnasyarakat;
c. merringkatkun lcualitas den memperoepat pelayanan

Pemerirrtah Desa kepada masyaralcat Desa;
d. menyusun rencana, melaksanakan, rnengendalikan,

melestarikan, dan. mengembangkan hasil
pembangunan secara partisipatif;

e. menumbuhkan, mengernbangkan , dan
menggerakkan prakarsa, partisipaei, swadaya, serta
gotong royong ma.syarakat;

f. meningkatkan keseiahreraan keluarga: dan
g, mcningkatkan kualitas sumber daya manuaia.

Pasal S
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(1) LAD dapat dibentuk oleh Pemeriritah Dcsa da.n
rnasyarakat Desa.

(2) Pernbentukan LADsebagalmana dimaksud pada ayat
[L], dcngan mcmeriuhi persyaratan :

Pasa19

Bagian Kcsatu
Pemben tukan

BAB III

LEMB.AGA ADA" DESA

(1) Pengur-us LKD jp.rdlri alaB :
3. ketua;
b. sekretaris;
c. beriduhura: dun
d. bidang ses'uai dcngan kebutuhan,

(~) Kctcntuan lebil1. lanjut J.1len,gen~]1 t'It!lt'lgurus LKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) PengLlr1.1S LKD sebagairnana drmakaud pada ayat (1)
memegang j~batat1 selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditctapkan,

(4) Pcngurus LKD oebnguimnna dimakaud pada AyfU (1)
dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali rnasa
jabatan secara berturut-turut atnu tidak secara
berturut -turu t.

(f)) Pengur us LKD dilarang merangkap jabatan pada
LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah
satu p.artai politik

Pasal B

pemerintahan;
b. rnembantu Kepala Desa dalam menyediakan data

keperidudukan dan perizinan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Desa,
(3) Pemberdayaan Keseiahteraan Kelun rgn sebagaimana

dirnaksud dalam Paaal 6 ayat (1) huruf c, bertugas
mernbarttu Kepala Desa dalam melaksanakan
pernberdayaan kesejahtcraan keluarga.

(4) Karang Tarune sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 avat (1) huruf d, bertugas rnembantu Kepala Desa
dalarn rnenanggulangi rnasalah kesejahteraan ~oRi31
dan pengctIi bangan generasi muda,

(5) PoS Pcleyanan Terpadu sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (l) huruf e bevtugas membantu
Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan
kesehatan rnasyarakat Desa.

(6) Lembaga Pemherdayaan Masyarakat. sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bcrtugas
mernbaritu Kopala Desa dalam menyerap aapirasi
masyarakat terkait perencanaan pernbangunan desa
dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan dcsa dcngan swadaya gotong-royong.
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(1) Jenis dan kepengurusan LAD yang
rnenyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

Pasal 11

Bagian Ketiga

Jenis dan Kepengurusan

(1) LAD bertugas membantu Pemerintah Dcsa dan
sebagai rnitra dalam memberdayakan, melestarikan,
dan mengembangkan adat istiadat sebagai wui ud
pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnnna dimaksud
pacta ayat (1), LAD berfungsi :
a melindungi identitas budaya dan hak ttadisionaJ

masyarakat hukum adat terrnasuk kclahiran,
kern';:ltjA n, perkawinan dan unsur kckcrabatan
lainnya;

h. melestarikan hak l..ilayat, tariah ulayat, hutan
adat, dan harta dElli/atau kekayaan adat Iainnya
untuk sumber penghidupan warga, keleatarian
llngkungan hidup, dan mengataei kemiskinan di
Desa:

c. mengembangkan rnusyawarah mufakat untuk
pengambilun kepulLJAI"ln dnlam musyawarah
Detia;

d mengembangkan l'lilai adat iatiadat dalam
penyelesaian sengketa pemilikAJl Wa1i~1 tanah
dan konflik dalam interaksi manusia;

e. pengernbangan nilai adat istiadat untuk
perdarnaian, ketentramnn dan ketertiban
rnasyarakat Desa;

f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan
kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan
budaya, lingkungan, dan lainnya; dan

g mengernbangkan kerja sama derigan LAD
lainnya,

Baglan Kedua
Tugas dan Ftmgsi Lembaga Adat Desa

a berasaskan Pancasila dan Undang-Undnng
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945i

b. aktif mengernbangkan nilai dan adat istiadat
setcmpat yang tidak bertentangan dengan hak
asaai manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;

c. berkedudukan di Desa setempat;
d. kebcradaannya bermanfaat dan dibutuhkan

masyarakat Desa;
e. memiliki kepcngurusan yang tetap;
f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
g tidak bera Filiu:-;i kepada partai politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernbentukan LAD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difettrpkun
dengan Peraturan Desa,

7
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t.:n1ggat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

(1) LKD dan LAD yang telah terberrtuk sebelum
Peraturan Bupati mi bcrlaku, temp diakui
keberadaarmya sebagai LKD dan LAD sepanjang
tidak bertcntangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal15

BABVU
KETENTUAN PERALIHAN

(1) Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalarn
Peraturan Dupati ini bcrlaku mutatis mutandis bagi
pembenrukan LKD d.Eu) LAD di kelurahan.

Pasal14

BABVI
KETENTUAN LAIN-LATN

(1) Bupati rnelaktrkan pernbinaan dan pengawasan
terhadap pembentukan, pemberdayaan dan
pendayagunaan LKD dan LAD sebagal mitra
P~Il1erilltRhDesa di wilayahnya.

(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan
tcrhadap pembentukun, pemberdayaan dan
pendayagunaan LKD dan LAD sebagai rnitra
Pernerintah Desa eli Desa.

Pasal13

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1) Hubungan kcrja LKD dan LAD dengan Pemeriritah
Desa bersifat kernitraan.

(2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan
Permusyawaratun DeSl;J, ber-sifa t korraulta tif

(3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga
Kemaeyaraka tan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Pasal 12

RARTV
HUBUNGAN KER.JA LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT OESA

dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Dess.

(2) Peraturan Dcsa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Peratriran SUP!;'l b.
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BERliA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR r~.

MUHAMMADTAUFIK

Diundangkan di Arnuntai
pada tanggal 08 ~ ~.C1.Z}

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENHUL SUNGAIUTARA,

IDHK

8UPATlltlT u SUNOAI tTTARA,

Ditetapkan diAmuntai,
pada tanggal 0tJ ~ ~"'D

diundangkan,
Agar setiap orang mengetalruinya, merned.rllahkan
pengundangan Peraturan Bupati irn dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Hulu Runga.i
Utara,


